PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

Y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan untuk memberikan petunjuk arah dalam
melaksanakan pembentukan kecamatan, perlu diatur mengenai
Pedoman Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan
Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 28 Tabhun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 HNomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat
dar Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

10,

11,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741}y,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Kecamatar;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang
Pedoman Organisasi Kecamatan,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI! BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

4.

3]

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Thmur.
Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Timur,

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kahupaten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
- Kelurahan adalah wilayah kerja jurah sebagai perangkat daerah kabupaten

dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.



BAB il
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasat 2

Pembentukan Kecamatan bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasat 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dalam Pasal 2, harus memenuhl

syarat:

a. jumiah penduduk minimal 7.500 (tujuh ribu ima ratus) jiwa;

b. luas wilayah minimal 10 (sepuluh}) Km?2, dan dapat dijangkau dalam
meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

c. jumlah desa/kelurahan minimal 4 {empat) desa;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama
dan kehidupan masyarakal sesuai dengan adat istiadat setempat;

e. potensi kecamatan yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya
manusia;

f. batas kecamatan yang dinyatakan dalam bentuk peta kecamatan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

g. sarana dan prasarana vyaitu tersedianya infrastruktur pemerintah
kecamatan dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tatacara Pembentukan Kecamatan

Pasal 4

(1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

(2) Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pembentukan Kecamatan di luar kecamatan yang telah ada, diusulkan dan
ditetapkan dengan Peraturan Daersh, dengan tata cara pembentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB 11}
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pembentukan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan Pengawasan tentang Pembentukan Kecamatan dilakukan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan
supervisi.

BAB Y
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur iebih lanjut oleh Bupati sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur,

Ditetapkan di Manggar
pada tanggai 28 Agustus 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 3»
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SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 73.



